SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT

Menimbang :

SK No 104172 A

DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah;

. bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus

sendirl urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan;

. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional

yvang cfektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah vang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. bahwa sesuai dengan Pasal 18A ayat {2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan
secara, adil dan selaras berdasarkan undang-undang;

. bahwa sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang;

bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah periu disempurnakan sesuai
dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan
desentralisasi fiskal, schingga perlu diganti;

g. bahwa . . .
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bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan
sesual dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan
desentralisasi fiskal, sehingga pertu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampail dengan huruf g, perlu
membentuk  Undang-Undang tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B,
Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

SK No 104020 A

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:;:

UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  adalah suatu sistem
penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan
kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil,
transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan
undang-undang.

2. Pemerintah . . .
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Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik indonesia yang memegang
kekuasaan pemcrintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pemerintahan Daerah adalah penyclenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pcmbantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vyang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yvang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara
dan penyelenggara Pecmerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi
atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi
Daerah kota.

10. Badan. ..
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Badan Usaha Milik Daerah vang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki cleh Daerah. ’

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
negara vang dapat dinilai dengan uang, serta segala
sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang vang
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah,

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah vang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yvang bersangkutan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan adalah sectiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran vang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara vang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

Peraturan Daerah yvang selanjutnya disebut Perda atau
vang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi
dan Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Daerah wvang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan
bupati/wali kota.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnyva disingkat
PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayvaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

21. Pajak . ..
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
vang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa,
dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perscroan terbatas, persercan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor,

29, Bea...
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Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor vang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang
terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air
yvang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat
berat.

Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu
pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya
vang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga
manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau
tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta
beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak
terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan,
dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yvang diperoleh dari transaksi
jual beli vang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

37. Bea. ..
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Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yvang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas
pengeunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat
Berat.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor vang selanjutnya
disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair
atau gas vang digunakan untuk Kendaraan Bermotor
dan Alat Berat.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa
tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada
konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan
dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau
diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan
dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang
dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik vang
didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi
vang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan
dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas
lainnya. '

48, Jasa ...
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Jasa  Parkir adalah jasa penyediaan  atau
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan
dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok wusaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan
atau  penyelenggaraan semua  jenis  tontonan,
pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan
reklame. :

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau mecdia
yang bhentuk dan corak ragamnya dirancang untuk
tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP
adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air permukaan.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

59. Pajak . . .



SK No 104027 A

D9.

60.

61.

62.

63.

64,

65.

66.

67.

68.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

g -

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung
walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga
collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia
maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi,

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB
sesual  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen
vang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari
kcuntungan karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

69, Transfer . . .
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Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD
adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan
bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan
disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah
dalam rangka mendanai -penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
bagian dari TKD vang dialockasikan berdasarkan
persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan
kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah
penghasil  dengan  tujuan untuk  mengurangi
ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah,
serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka
menanggulangi  eksternalitas negatif dan/atau
meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Dana Alcokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan
tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan
tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau
kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan
membantu operasionalisasi layanan publik, yang
penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai
pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus,

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian
dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan
keistimewaan Daerah Istimewa Yogvakarta
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
mengenai keistimewaan Yogyvakarta.

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan
bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
kemasvarakatan.

76. Keuangan . . .
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekavaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Dacrah tersebut.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu] periode
anggararn.

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan
Dacrah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah
yvang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan
dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima
manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga
Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa
pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan
prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan
aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah.

Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber
pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka
pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau
Daerah.

Dana Abadi Daerah adalah dana vang bersumber dari
APBD vyang  Dbersifat abadi dan dana  Thasil
pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah
dengan tidak mengurangi dana pokok.

Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan

Retribusi;

b. pengclolaan . . .
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b. pengelolaan TKD;

pengelolaan Belanja Daerah;

. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan
Daerah; dan

e. pelaksanaan sinergi kehijakan fiskal nasional.

e o

Pasal 3

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD;
dan

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas
beban APBN.

BAB 11
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak
Paragraf 1
Jenis Pajak
Pasal 4
(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri
atas:
a. PKB;
b. BBNKBR,;
c. PAB;
d. PBBKBEB;
e. PAP;
f. Pajak Rokok; dan

g. Opsen Pajak MBLB.

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;

d. Pajak...

SK No 104030 A
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Pajak Reklame;

PAT;

Pajalkk MBLB;

Pajak Sarang Burung Walet;
. Opsen PKB; dan

Opsen BBNKB.

{3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah
provinsi  yang tidak  terbagi dalam Daerah
kabupaten/kota ctonom.

= e N

Pasal 5

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e serta Pasal 4
ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i
merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Kepala Daerah.

(2) Jenis Pgjak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat {2)
huruf b, huruf ¢, huruf f, dan huruf g merupakan jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri
oleh Wajib Pajak.

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan
jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat
pemberitahuan pajak terutang.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan
jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara
lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

(9) Dokumen  surat  pemberitahuan  pajak  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] wajib diisi dengan
benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

{1} Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan
ayat (2).

(2) Jenis . .
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(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dan avar (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
a. potensinya kurang memadai; dan/atau

b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk
tidak memungut.

(3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan
Retribusi.

Paragraf 2
PKB

Pasal 7

(1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
atas Kendaraan Bermotor.

{2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah
provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan atas:

a. kereta api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

¢. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-
lembaga internasional yang memperoleh fasilitas
pembebasan Pajak dari Pemerintah;

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 8

(1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

(2) Wajih PKB adalah orang pribadi atau Badan vang
memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 9. ..
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Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2
(dua) unsur pokok, yaitu:
a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan
akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan
Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual
Kendaraan Bermotor.

(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan
harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran
umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun
Pajak sebelumnya.

(o) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagal
sumber data yang akurat.

(6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan
Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor:

a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder
dan/atau satuan tenaga yvang sama;

b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau
pribadi;

¢. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan
Bermotor yang sama;

d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan
Kendaraan Bermotor yang sama,

e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat
Kendaraan Bermaotor;

f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan
Bermotor sejenis; dan

g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen
pemberitahuan impor barang.

(7) Bobot .
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(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. koefisien sama dengan 1 {satu) berarti kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengsunaan
Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam
batas toleransi; dan

b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan
jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh
penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap
melewati batas toleransi.

(8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung
berdasarkan faktor-faktor:

a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah
sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

b. jenis bhahan bakar Kendaraan Bermotor, yang
dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau
Jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis
energi terbarukan; dan

¢. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri
mesin  Kendaraan Bermotor yang dibedakan
berdasarkan isi silinder.

(9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang
ditetapkan dengan ketentuan:

a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalamn negeri setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri; dan

b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan
dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan
menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan
penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun
dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

Pasal 10 . ..
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Pasal 10

(1) Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu
koma dua persen); dan

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan
secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam
persen).

(2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah
provinsi yang  tidak  terbagi dalam = Daerah
kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai
berikut:

a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua
persen); dan

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan
Bermotor kedua dan setecrusnya, dapat ditetapkan
secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
pcrsen).

(3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor yvang digunakan untuk angkutan
umum, angkutan karyvawan, angkutan sekolah,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol
koma lima persen).

(4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama,
nomor induk kcpendudukan, dan/atau alamat yang
sama.

(5) Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3] ditetapkan dengan Perda.

Pasal 11

(1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengcnaan PKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 avat [9) dengan tarif PKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

{2) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3) PKB . . .
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(3) PKB dikenakan untuk 12 {dua belas) bulan berturut-

(1)

{2)

(3)

(4)

(S)

turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan
Bermotor.

Paragraf 3
BBNKRB

Pasal 12

Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas
Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada avat
(1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di
wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:

a. kereta api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga
internasional yang memperolch fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah;

d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

e. Kendaraan Bermotor lainnya vang ditetapkan dengan
Perda.

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan
Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di
Indonesia, kecuali:

a. untuk diperdagangkan;

b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan
Indonesia; dan

¢, digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh,
dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b dan huruf ¢ tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas)
bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak
dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia,

Pasal 13 . ..
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Pasal 13

(1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

(2] Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan
yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

Dasar pengcnaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan
Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri vang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan
peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (9).

Pasal 15

(1) Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua
belas persen).

{(2) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah
provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten /kota
otonom, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar
20% (dua puluh persen).

(3) Tarif BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat (2] ditetapkan dengan Perda.

Pasal 16

(1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dengan tarif BBNKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran
Kendaraan Bermotor.

(4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam
pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf4 . ..
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Paragraf 4
PAB

Pasal 17

Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
Alat Berat.

Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
atas:

a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara
Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal
balik dan lembaga internasional yang memperoleh
fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

c. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya
yang diatur dalam Perda.

Pasal 18

Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang
memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 19
Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat
vang bersangkutan,

Harga rata-rata pasaran umum scbagaimana dimaksud
pada ayat {2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata
yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat
pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak
sebelumnya.

(4] Penetapan . . .
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Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri
setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian,

Pasal 20

Tarif PAB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma
dua persen).

Tarif PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.

Pasal 21

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat {4) dengan tarif PAB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
penguasaan Alat Berat.

Pasal 22

PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah
memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
dikenakan untuk setiap Ja.ngka waktu 12 (dua belas)
bulan berturut-turut.

PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
dibayar sekaligus di muka.

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan
penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas)
bulan schagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak
dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar
untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

(9) Ketentuan . ..
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(9} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan peraturan gubernur.

Paragraf 5
PBBKE

Pasal 23

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB
kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 24
(1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.

(2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan
penyedia BBKB yang menverahkan BBKB.

(3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.

(4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
adalah produsen dan/atau importir bahan bakar
Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk
digunakan sendiri.

Pasal 25

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum
dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 26

(1) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan
umum dapat ditctapkan paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

(3) Untuk jenis BBKB tertentu, Pemerintah dapat

menyesuaikan tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam
Perda dalam rangka stabilisasi harga.

(4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(3) Tarif . ., .
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() Tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 27

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26.

Paragraf 6
PAP

Pasal 28

(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Permukaan.

(2) Yang dikecualikandari objek PAP adalah pengambilan
dan/atau pemanfaatan untuk:

a. keperluan dasar rumah tangga;
pengairan pcrtanian rakyat;
perikanan rakyat;

keperluan keagamaan;

kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air
laut baik yvang berada di lautan dan/atau di daratan
(air payau); dan

f. kegiatan lainnya vyang ditetapkan dalam Perda,
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o oo oo

Pasal 29

(1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.

(2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air

Permukaan.
Pasal 30
{1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air
Permukaan.

(2) Nilai: . .
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(2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar
Air Pcrmukaan dengan bobot Air Permukaan.

(3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah
berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian
sumber daya Air Permukaan,

(4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling
sedikit atas faktor-faktor:

a. lokasi pengambilan air;
b. wvolume air; dan
¢. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
(5) Besaran nilai perolchan Air Permukaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
gubernur.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenal harga dasar Air
Permukaan dan bobot Air Permukaan ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
di bidang pekerjaan umum setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri.

Pasal 31

(1) Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen).

(2) Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Perda.

Pasal 32

(1) Besaran pokok PAP vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan  dasar pengenaan PAP  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif PAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

(2] PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air
Permukaan berada.

Paragraf 7 . . .
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Paragraf 7
Pajak Rokok

Pasal 33
(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya
vang dikenai cukai rokok.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) adalah rokok yang tidak dikenai
cukai rokok  berdasarkan  ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 34
(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.

(2} Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik
rokok/produsen dan importir rockok yang memiliki izin
berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

(3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang
berwenang memungut cukai bersamaan dengan
pemungutan cukai rokok.

(4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening
kas umum daerah provinsi secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan
dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 35

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan
oleh Pemerintah terhadap rokok. '

Pasal 36

Tarif Pajak Rokok ditetapkan scbesar 10% (sepuluh persen)
dari cukai rokok.

Pasal 37 . ..
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Pasal 37

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(1)

(2)

(3)

Paragraf 8
PBB-P2

Pasal 38

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfzatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau
pengurukan.

Yang dikccualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor
Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara
negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik
negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan vang semata-mata
digunakan untuk tempat makam (kuburan),
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka
alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yvang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan olch
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

f. Bumi. ..
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f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Pcraturan Menteri;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api,
moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya
terpadu (Light Rail Transif], atau yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah; dan

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi
dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 39

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat
atas Bangunan,

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, danfatau memperoleh manfaat
atas Bangunan.

Pasal 40
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih
dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota,
NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk
setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP . ..
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(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2
ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan
paling tinggl 100% {seratus persen) dari NJOP setelah
dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagairmana dimaksud
pada ayat (3).

{6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayahnya.

(7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 41

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol
koma lima persen).

(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan
lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.

(3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud padé. avat (1) dan
avat (2) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 42

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).

Pasal 43

(1} Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender.

(2] Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang
terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada
tanggal 1 Januari.

(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah
vang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 9 . ..
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Paragraf 9

Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan (BFHTB)

Pasal 44

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan fatau
Bangunan.

(2} Perolehan Halk atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;

2. tukar-menukar;

3. hibah;

4. hibah wasiat;

>, waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan huku
lain; :

7. pemisahan hak yvang mengakibatkan peralihan;

penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13, hadiah; dan
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.

© o

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakati;

hak milik atas satuan rumah susun: dan

hak pengelolaan.

{6) Yang dikeccualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

O A0 o

a. untuk . ..

SK No 104064 A
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a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah,
penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya
yvang dicatat sebagai barang milik negara atau barang
milik Daerah:

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umurn;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional
dengan syarat tidak menjalankan wusaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas
badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur
dengan Peraturan Mcnteri;

d. untuk  perwakilan diplomatik dan  konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak
atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak
adanya perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan
vang mempercleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 46

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek
pajak.

Nilai perolehan objek pajak sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai. ..
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b, nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat,
waris, pemasukan dalam persercan atau badan
hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan
dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di
luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan
usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak
bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan,
dasar pengenaan BPHTB vang digunakan adalah NJOP
yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan
bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah
Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak
kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00
(delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama
Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya
BPHTEB.

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris,
termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak
kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nitai
perolehan objek pajak tidak kena pajak vang lebih tinggi
daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6}.

(8) Nilai. . .
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Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan
Perda.

Pasal 47

Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima
persen).

Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.

Pasal 48

Besaran pokok BPHTB yang.terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi nilai
perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (6), dengan
taril BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2).

BPHTE yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 49

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a.

b.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian
pengikatan jual beli untuk jual bekl;

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk
tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak
yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh
penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke
kantor bidang pertanahan untuk waris;

pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada. ..
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pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian

hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
atau

pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Paragraf 10
PBJT

Pasal 30

Ohjek PBJT merupakan penjualan, pcnyerahan, dan/atau
konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

2.

o o0 T

(1)

(2)

Makanan dan/atau Minuman;
Tenaga Listrik;

Jasa Perhotelan;

Jasa Parkir; dan

Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 51

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau
Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf
a meliputi Makanan dan/atau Minuman yvang disediakan
oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

b. penyedia jasa boga atau katering vang melakukan.

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan
setengah jadi, pembuatan, penyvimpanan, serta
penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan
dan berbeda dengan Ilokasi dimana proses
pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan
dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan
dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan dalam Perda;

b. dilakukan . ..
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dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang
tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau
Minuman,;

dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
atau

disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan
usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa
menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 52

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh
pengguna akhir.

(2)

(1)

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi:

a,

konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara
lainnya;

konsumsi Tenaga Listrik pada tempat vang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan
asing berdasarkan asas timbal balik;

konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti
Jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis; ’
konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan
izin dari instansi teknis terkait; dan

konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan
Perda.

Pasal 53

Jasa Pcrhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf ¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas
penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan
pada penyedia jasa perhotelan seperti;

a.

b
c.
d.
e
f.

hotel;

hostel;

vila;

pondok wisata;
motel;

losmen;

g wisma . . .










































































































































































































































































































































